



TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS 
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMBERITAHUAN KEPADA 
PEMOHON OLEH PENGADILAN NEGERI DALAM PENGAJUAN UPAYA 
HUKUM KASASI BERDASARKAN PASAL 46 AYAT (1) UNDANG-UNDANG 
NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG 






























Ungkapan pribadi : 
Beribu doa & dukungan dari Kedua 
orang tuaku, keluargaku para guruku, 
kawan-kawanku, dan orang-orang 
terkasihku. Kubalas dengan beribu rasa 
syukur dan terima kasih yang begitu 
dalam karena aku percaya dan yakin, 
bahwa Allah SWT telah menghadirkan 
kalian untukku dan menjadi 









Success is not an option, it’s a must 
(Sukses bukanlah pilihan, tapi keharusan) 
 





Nama : Bagus Rizky Handoko 
NIM 201610110311196 
Judul : Tinjauan Yuridis Sosiologis Problematika Pelaksanaan 
Pemberitahuan Kepada Pemohon Dalam Pengajuan Upaya 
Hukum Kasasi Di Pengadilan Negeri Berdasarkan Pasal 46 
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang 
Mahkamah Agung 
 
Pembimbing : Dr. Haris Tofly, S.H., M.Hum 
Nu’man Aunuh, S.H., M.Hum 
 
Perkara H. Asik yang ditangani oleh Advokat di kantor NAA & Associates Malang, 
dalam perjalanannya tidak dapat mengambil langkah upaya hukum kasasi karena 
dianggap telah melewati masa berlakunya hak untuk mengajukan upaya hukum 
kasasi berdasarkan pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung.. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis- 
Sosiologis dengan metode kuantitatif, Sumber data primer diperoleh dari wawancara 
dan studi dokumentasi dan sumber data sekunder dari bahan pustaka, teknik 
pengumpulan datanya berupa studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, 
Penulis melihat ketentuan pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung menimbulkan problematika di kalangan Aparat Penegak 
Hukum seperti Pengadilan, Kejaksaan, maupun Advokat. Potensi tersebut didasarkan 
pada pengalaman-pengalaman yang telah terjadi sebelumnya dan didominasi oleh 
faktor perbedaan pandangan atau penafsiran terhadap ketentuan pasal tersebut. 
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The H. Asik case, which was handled by an Advocate in the NAA & Associates office 
in Malang, in its journey could not take any legal action such as cassation because 
it was considered to have passed the validity period for filing a submission based on 
article 46 verse (1) Law of Indonesian Supreme Court Number 14 year of 1985. This 
research uses the method of juridical-sociological approach with qualitative 
methods, primary data sources obtained from interviews and documentation studies 
and secondary data sources from library materials, data collection techniques in the 
form of literature studies. Based on the results of the study, the author sees that the 
provisions of article 46 verse (1) Law of Indonesian Supreme Court Number 14 year 
of 1985 cause problems among Law Enforcement Officers such as the Courts, 
Prosecutors' Offices and Advocates. This potential is based on previous experiences 
and is dominated by factors of differing views or interpretations of the provisions of 
the article. 







Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala sebab atas segala rahmat 
dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul 
“PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMBERITAHUAN KEPADA 
PEMOHON OLEH PENGADILAN NEGERI DALAM PENGAJUAN UPAYA 
HUKUM KASASI BERDASARKAN PASAL 46 AYAT (1) UNDANG- 
UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH 
AGUNG(Studi kasus di kantor Advokat NAA & Associates). 
Tujuan dari penyusunan tugas akhir atau skripsi ini guna memenuhi salah satu 
syarat untuk bisa menempuh ujian sarjana hukum dan kemudian dapat dinyatakan 
lulus dari Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 
Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta manfaat 
bagi kalangan pemerhati hukum. Didalam pengerjaan skripsi ini telah melibatkan 
banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, disini penulis 
sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada : 
1. Dr. Drs. Fauzan, M. Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, 
beserta jajarannya yang telah “mengizinkan” saya untuk menimba ilmu di 
Universitas Muhammadiyah Malang selama 3 tahun 10 bulan ini. 
2. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Malang beserta jajarannya, atas dedikasi dan pengajarannya 
kepada para mahasiswanya 
3. Bapak Mokh. Najih, S.H., M.Hum, PhD. Selaku dosen wali yang sejak saya 
menjalankan studi di FH UMM selalu mengajarkan banyak hal dan selalu 
mendoakan yang terbaik untuk salah semua mahasiswa perwaliannya 
4. Papa (Pudjo Rahardjo), Alm. Mama (Hj. Canna Sunarwulan), dan kakak (Ayu 
Diah Pratiwi) yang sejak lahir hingga kini selalu berkorban dan mendoakan 
yang terbaik untuk putra tunggalnya/saudara laki-lakinya ini. 
5. Kawan-kawan kelas D FH-UMM Angkatan 2016, yang selalu memberikan 




6. IMM komisariat “Supremasi” Hukum UMM, seluruh pimpinan komisariat, 
instruktur, kader baru, dan kakanda ayunda domisoner. Terima kasih telah 
memberikan pelajaran berharga dalam hidup saya. 
Dengan ini, saya cukupkan sekapur sirih kata pengantar saya, mohon maaf atas 
segala kekurangan dan saya ucapkan terimakasih atas segala curahan 
perhatiannya. 









Lembar Cover/Sampul Dalam ................................................................ i 
Lembar Pengesahan sebelum Ujian Tugas Akhir ....................................... ii 
Lembar Pengesahan setelah Ujian Tugas Akhir ...................................... iii 
Surat Pernyataan .................................................................................... iv 
Ungkapan Pribadi dan Motto .................................................................. v 
Abstraksi ................................................................................................ vi 
Abstract ................................................................................................. vii 
Kata Pengantar ....................................................................................... viii 
Daftar Isi ................................................................................................ x 
Daftar Gambar ....................................................................................... xii 
Daftar Lampiran ..................................................................................... xiii 
BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang ........................................................................... 1 
B. Rumusan Masalah ...................................................................... 7 
C. Tujuan Penulisan ........................................................................ 7 
D. Manfaat Penelitian ...................................................................... 8 
E. Metode Penelitian ....................................................................... 9 
F. Originalitas Penelitian................................................................. 15 
G. Sistematika Penulisan ................................................................. 16 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
A. Teori Tujuan Hukum................................................................... 18 
B. Tinjauan Tentang Mahkamah Agung .......................................... 27 
B.1 .Teori tentang Kedudukan Mahkamah Agung ....................... 27 
B.2 .Tentang Kewenangan Mahkamah Agung ............................ 28 
B.3 .Tentang Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali ..... 30 
C. Tinjauan Tentang Surat Pemberitahuan ....................................... 39 
C.1 .Tentang Pengertian Surat Pemberitahuan ............................ 39 
C.2 . Tentang Jenis-jenis Surat Pemberitahuan ........................... 40 
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Implementasi Pasal 46 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 
14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung................................. 42 
A.1 .Hasil Penelitian pada Pengadilan Negeri Malang mengenai 
Implementasi Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung ................................................... 42 




B. Problematika Pelaksanaan Pemberitahuan Kepada Pemohon dalam 
Pengajuan Upaya Hukum Kasasi di Pengadilan Negeri berdasarkan pasal 46 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 
................................................................................................... 49 
B.1.Hasil Penelitian pada kantor Advokat NAA & Associates mengenai 
problematika Pelaksanaan Pemberitahuan Kepada Pemohon Oleh 
Pengadilan Negeri Dalam Pengajuan Upaya Hukum Kasasi. 49 
B.2.Analisis Terhadap Pandangan pihak Advokat NAA & Associates dan 
Pengadilan Negeri Malang ................................................... 60 
 
BAB IV PENUTUP 
A. Kesimpulan ................................................................................ 70 
B. Saran .......................................................................................... 71 
 
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................... 73 
 







Gambar 1 : Surat Relaas pemberitahuan dari PN Malang kepada H.Asik 
 
Gambar 2 : Surat Keterangan pengambilan relaas dari Desa 
Mulyoagung 
Gambar 3 : Akta Permohonan pengajuan upaya hukum kasasi oleh 
Advokat NAA & Associates 
Gambar 4 : Penetapan ketua Pengadilan Negeri Malang terhadap akta 
permohonan upaya hukum Kasasi dari Advokat NAA & 
Associates 









Lampiran 1 : Surat Tugas Pembimbing Tugas Akhir Skripsi Lampiran 2
 : Bukti penelitian dari kantor Advokat Neratja Law Office 
Lampiran 3 : 3a. Bukti Penelitian dari Pengadilan Negeri Malang 
3b. Surat Penugasan Narasumber dari Ketua Pengadilan 
Negeri Malang 
Lampiran 4 : Kartu Kendali bimbingan tugas akhir Skripsi 
 




































Abdulkarim Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung. Citra Aditya 
Bakti. 2004 
A. Madjedi Hasan, Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian 
Hukum, Jakarta: Fikahati Aneska 2009 
Bambang Waluyo. 2007. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta.Sinar Grafika 
 
Dosminikus Rato, Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum, PT Presindo, 
Yogyakarta, 2010 
Hamidi. Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan 
Laporan Penelitian. Malang. UMM Press, 2004 
I.H. Hijmans, dalam Het recht der werkelijkheid, dalam Herlien Budiono, Asas 
Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian 
Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung 
2006 
Moh. Kusnardi, S.H., Harmaily Ibrahim, S.H., Hukum Tata Negara Indonesia, 
Pusat studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988 
Musthofa, Kepaniteraan Peradilan Agama, Jakarta, Prenada Media, 2005 




Prof. Abdul Kadir Muhammad, S.H., Hukum Acara Perdata dan kekuasaan 
Kehakiman, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015 
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, PT. Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, 2009 
Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cetakan keenam, 2006 
 
Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik, 
Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2006 
Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, 
Bandung 
Sidharta, Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai 
Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan 
Kemanfaatan,Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010 
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI-Press, 2015 
 
Sudikno Mertokusumo, Mengenal hukum suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 
2003 








Yahya Harahap, Hukum acara Perdata : Tentang gugatan, Persidangan, 
Penyitaan, Pembuktian, dan putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 
2013 
Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Indonesia Inggris, 
Semarang, PT. Aneka Ilmu, 1997 




Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 3 September 2011 
 














Het Herziene Indlandsch Reglement, Stb. 1941 No. 44 (Reglemen Indonesia yang 






Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cetakan 
ketigabelas, Jakarta, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia, 2014 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xvi
ii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xix  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xx  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxi  
 
 
